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BUPATI SUKOHARJO
PROVINS] JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 144 /¢85 ThUun J0IB

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS

BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan,

kemampuan dan ketrampilan bagi Anggota Badan
Permusyawaratan Desa di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
desa, maka perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis
bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa,

. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Bimbingan

Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis

bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495},



Menetapkan
KESATU

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44};

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis
bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara
sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai
berikut :

a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan
Bimbingan Teknis bagi Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018; dan

b. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada
Bupati.
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KETIGA - Semua biaya vang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal |8 Oktober 2018

UPATI SUKOHARJO,
O & N7

gWARDOYo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharnjo;

3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

5. Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.




